










Berpedoman terhadap kandungan dalam UUD 1945, baik yang tersurat maupun tersirat terdapat sendi-sendi pokok dan pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang patut secara konsekuen dan konsisten. Salah satu sendi pokok adalah negara kesatuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus merupakan pengukuhan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
Berdasarkan rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dapat disimpulkan bahwa Daerah Provinsi (Pemerintah Provinsi) selain secara administratif selaku wakil Pemerintah Pusat juga merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah provinsi yang membawahi kabupaten/kota. Selanjutnya, penyelengaraannya Pemerintah Daerah dikenal dengan adanya Urusan Pemerintahan Konkuren, yang mana dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan pusat meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum; Perumahan; Penataan ruang; Perencanaan pembangunan; Perhubungan;  Lingkungan hidup; Pertanahan; Kependudukan dan catatan sipil; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Penanaman modal;. Kebudayaan dan pariwisata;  Kepemudaan dan olah raga; Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Statistik; Kearsipan; Perpustakaan; Komunikasi dan informatika; Pertanian dan ketahanan pangan; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Kelautan dan perikanan; Perdagangan; dan Perindustrian. 
Berdasarkan, Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan, praktek yang terjadi bahwa adanya kewenangan tersebut belum optimal dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, hal tersebut dapat dilihat dari:
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dimana kemampuan para pekerja tidak merata serta tiak sesuai dengan kebutuhan industry yang ada, sehingga tak jarang, perusahaan-perusahaan tertentu banyak menggunakan tenaga kerja asing
2.	Penempatan Tenaga Kerja, dimana tidak tersebarnya tenaga kerja pada daerah daerah kabupaten/kota, misalnya di Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang Serta Kabupaten Bogor menjadi basis terpadat jumlah tenaga kerja;
3.	Hubungan Industrial, dimana pemerintah provinsi bersifat pasif dalam memberikan pemahaman kepada pekerja dan pengusaha, tak jarang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan hadir setelah ada masalah antara pekerja dan pengusaha; dan
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan, dimana dengan terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang menjadi urusan pemerintah provinsi, dirasakan belum optimal dalam menjalankan fungsiya, ditambah dengan praktek yang terjadi dimana pengawas ketenagakerjaan besifat pasif dan hanya bekerja berdasarkan adanya aduan.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang juga mempunya kewenangan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja serta kewenangan di bidang Hubungan Industrial, pada prakteknya khusus dalam bidang industrial dalam hal ini bersifat pasif, yang seharusnya aktif dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, justru  sebaliknya dengan banyaknya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial menunjukan bahwa fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak berjalan secara optimal
Menyadari akan pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah strategis agar tenaga kerja dapat perlindungan yang optimal dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak azasi manusia, perlindungan fisik dan tekhnis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.4 hal tersebut karena Peranan tenaga kerja menduduki tempat yang penting karena merupakan faktor yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia dan merupakan paktor yang menentukan keberhasilan bangsa itu sendiri. Pembangunan Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhinya hak-hak serta perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.
Sepertihalnya pada kasus meledaknya pabrik petasan, dimana Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) terus mendalami dugaan pelanggaran aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam insiden Pabrik Petasan di Tangerang. Kemenaker sendiri telah menerjunkan tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi kejadian milik PT Panca Buana Cahaya Sukses dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mendalami kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, tim berfokus mendalami kemungkinan pelanggaran pada aspek ketenagakerjaan. Diantaranya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3).5
Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa selama ini fungsi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan kewenangan dibidang ketenagakerjaan belum optimal dilaksanakan, dan oleh karenanya  permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk tesis dengan judul: 




a.	Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
b.	Kendala- kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
c.	Bagaimanakah upaya dalam rangka memaksimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan?.

B.	PEMBAHASAN
1.	Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Menganalisa mengenai pelaksanaan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti : pangan, sandang  dan papan.Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan . Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban , pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan . Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak , sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak .
Selanjutnya, berkaitan dengan ketenagakerjaan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 
1.	Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2.	Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3.	Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan tersebut di atas, diperlukan peran pemerintah untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, karena Mengacu Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Berkaitan dengan kewenangan pemerintah sebagaimana di atas, berdasarkan prinsip pemecahan kekuasaan, kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Hurug G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Ketenagakerjaan meliputi:
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi; Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi.
2.	Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari: Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi; Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Hubungan Industrial, yang meliputi: Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi; Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kotan(UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dan Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Hurug G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
a.	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
b.	Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
c.	Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
d.	Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
e.	Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
a.	Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
b.	 Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
c.	Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
d.	Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.
e.	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3.	Hubungan Industrial;
a.	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
b.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dapat disimpulkan bahwa kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

2.	Kendala- Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan,  perubahan mendasar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan pengawasan dibidang ketenagakerjaan, dimana mulai tahun 2015 pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib dan bersifat konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Jadi pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi berada ditingkat Kabupaten/Kota, tetapi ditarik ke tingkat pusat untuk regulasinya dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah propinsi. Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi khususnya dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, terdapat kendala-kendala yang terjadi, diantaranya:
1.	Faktor Struktur Hukum
Apabila mengacu pada provisi Jawa Barat sebagai barometer hubungan industrial di Indonesia, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 171 orang sedangkan perusahaan yang diawasi berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sebanyak 5.570 perusahaan.
Kondisi tersebut di atas menunjukan bahwa jumlah pengawas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang di awasi. Mengacu Pasal  8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang mengharuskan pengawas ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan, maka dalam 1 (satu) tahun pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan pemeriksanaan 60 perusahaan. Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini, yaitu 171 orang pengawas ketenagakerjaan, dengan jumlah perusahaan yang ada, 5.570 perusahaan, maka 1 Pengawas bertugas mengawasi kurang lebih 32 perusahaan. 
2.	Faktor Substansi Hukum
Yaitu Tidak adanya sanksi yang jelas bagi Pengawas ketenagakerjaan berkaitan dengan tugas yang dimiliki, disatu sisi Berdasarkan Pasal  8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, mengharuskan pengawas ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan, namun tidak ada sanksi apabila Pengawas ketenagakerjaan tidak melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan.

3.	Faktor Budaya Hukum
Bahwa sudah menjadi kebiasaan selama ini, Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya hanya didasarkan adanya aduan/laporan dan itupun hanya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja dan mengenai kekurangan upah, sementara tugas preventif yang amat begitu penting berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jarang dilakukan sehingga berakibat fatal terhadap kelangsungan hubungan kerja. Seperti halnya, pelanggaran aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam insiden Pabrik Petasan di Tangerang. kebakaran di pabrik perakitan korek api gas di Langkat, Sumatera Utara. kecelakaan kerja di PT Mandom Indonesia (Bekasi) yang menewaskan 27 orang dan secara nasional, kasus kecelakaan kerja mengalami kenaikan dari yang tadinya 123.000 kasus pada 2017 meningkat menjadi 157.313 kasus pada 2018.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa budaya hukum Pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan kewenangannya tidak berjalan secara optimal.
Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi khususnya dalam bidang hubungan Industrial, terdapat kendala-kendala yang terjadi, diantaranya:
1.	Secara Struktur Hukum
Kemampuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dalam bidang perselisihan hubungan Industrial belum memadai dalam penyelesaian perselisihan, hal tersebut dapat terlihat  banyaknya kasus terutama didaerah industri hal ini mengakibatkan peran tersebut tidak berjalan, hal lain berkaitan  kewenangan pemerintah menetapkan kebijakan adanya upaya pemaksaan terhadap kehendak yang tidak seimbang yang mengisyaratkan adanya monopoli peran pemerintah, sehingga pekerja atau serikat pekerja/ serikat buruh serta pengusaha dalam proses perselisihan di Dinas Tenaga Kerja  maksimal dalam memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang sedang diselesaikan. Sehingga proses perselisihan di dinas bukan bagian dari penyelesaian melainkan hanya sebatas tahapan administrasi dalam rangka perselisihan di Pengadilan hubungan Industrial. Sepertihalnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor,  dimana pada tahun 2017 terdapat proses 176 proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor,  namun yang  berujung pada kesepakatan adalah hanya 6 kasus, sementara itu, pada tahun 2018 dari 176 proses mediasi hanya 50 kasus yang terjadi kesepakatan, sedangkan pada kurun waktu Januari sampai dengan Oktober Tahun 2019 dari 117 proses mediasi hanya 21 kasus yang terjadi kesepakatan.
2.	Faktor Substansi Hukum
Tidak terimplementasikannya fungsi hubungan Industial hal tersebut karena tidak tegasnya pelaksanaan ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan khususnya bagi mediator yang melangar ketentuan Pasal 10    UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI yang menyatakan: Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi, melanggar pasal 13 ayat (2b) UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI, dimana mediator wajib menyampaikan anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama, serta  melanggar Pasal 15  UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang PPHI, mediator harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, hal tersebut mengakibatkan lamanya proses mediasi yang harus ditempuh.

3.	Faktor Budaya Hukum
Terdapat adanya kesamaan pandangan antara Para Pihak (Pekerja dan Pengusaha) serta Dinas Tenaga Kerja yang memandang bahwa proses mediasi adalah sebagai proses administratif dimana hanya digunakan sebagai syarat untuk dapat berselisih di pengadilan hubungan Industrial.

3.	Upaya Dalam Rangka Memaksimalkan Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Ketenagakerjaan
Sehubungan dengan adanya kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas,  upaya dalam rangka memaksimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam di bidang ketenagakerjaan, pemerintah provinsi dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, secara Struktur Hukum harus menambah jumlah Pengawas disesuaikan dengan jumlah perusahaan yang diawasi sesuai dengan beban kerja dengan mengacu pada Pasal  8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang mengharuskan pengawas ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan. Secara substansi hukum, diperlukan sanksi yang jelas dan tegas bagi Pengawas ketenagakerjaan apabila Pengawas Ketenagakerjaan tidak  menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan, sehingga tidak berakibat terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana kasus yang diuraikan di atas. Faktor budaya hukum, diperlukan kesadaran hukum pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya  hanya didasarkan adanya aduan/laporan serta, tetapi harus aktif mengawasi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal  8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.




a.	Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. berdasarkan Hurug G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Ketenagakerjaan meliputi: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan pengawasan, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di bidang ketenagakerjaan, meliputi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
b.	Pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi khususnya dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, terdapat kendala-kendala yang terjadi, diantaranya, Apabila mengacu pada provisi Jawa Barat sebagai barometer hubungan industrial di Indonesia, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 171 orang sedangkan perusahaan yang diawasi berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sebanyak 5.570 perusahaan; Tidak adanya sanksi yang jelas bagi Pengawas ketenagakerjaan berkaitan dengan tugas yang dimiliki, Selama ini Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya hanya didasarkan adanya aduan/laporan dan itupun hanya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja dan mengenai kekurangan upah, sementara tugas preventif yang amat begitu penting berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jarang dilakukan sehingga berakibat fatal terhadap kelangsungan industrial.  Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Dinas Tenaga diantaranya  kemampuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dalam bidang perselisihan hubungan Industrial belum memadai dalam penyelesaian perselisihan, tidak tegasnya pelaksanaan ketentuan yang mengatur sanksi hukum bagi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan khususnya bagi mediator yang melangar ketentuan Pasal 10    Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan terdapat adanya kesamaan pandangan antara Para Pihak (Pekerja dan Pengusaha) serta Dinas Tenaga Kerja yang memandang bahwa proses mediasi adalah sebagai proses administratif dimana hanya digunakan sebagai syarat untuk dapat berselisih di pengadilan hubungan Industrial. 
c.	Upaya dalam rangka memaksimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam di bidang ketenagakerjaan, pemerintah provinsi dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, secara Struktur Hukum harus menambah jumlah Pengawas disesuaikan dengan jumlah perusahaan yang diawasi, Secara substansi hukum, diperlukan sanksi yang jelas dan tegas bagi Pengawas ketenagakerjaan apabila Pengawas Ketenagakerjaan tidak  menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan dan budaya hukum, diperlukan kesadaran hukum pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya  harus aktif mengawasi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal  8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Sementara itu, dalam rangka upaya memaksimalkan kewenangan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang hubungan Industrial, uapaya yang dapat dilakukan adalah: Secara Struktur Hukum, diperlukan peningkatan kemampuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja khususnya mediator dalam bidang perselisihan hubungan Industrial guna memastikan bahwa proses perselisihan di Dinas Tenaga Kerja berjalan maksimal; secara  Substansi Hukum diperlukan sanksi yang jelas dan tegas  bagi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan khususnya bagi mediator yang menghambat kepastian hukum dengan memperlama proses perselisihan; secara Budaya Hukum diperlukan sosialisasi oleh Pemerintah Pusata kepada Para Pihak (Pekerja dan Pengusaha) termasuk Dinas Tenaga Kerja bahwa proses perselisihan di Dinas Tenaga Kerja menjadi amat penting dalam rangka kelangsungan produksi dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
2.	Saran
a.	Diperlukan penambahan Pengawas Ketenagakerjaan disesuaikan dengan jumlah dan sebaran perusahaan guna mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh provinsi:
b.	Diperlukan sanksi yang jelas bagi pegawai deinas ketenagakerjaan apabila melalaikan tugas dan tanggungjawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki:
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